
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Open
 
Perbandingan tata cara permohonan restitusi bagi korban tindak pidana
antara negara Indonesia berdasarkan PP nomor 3 tahun 2002 dan PP
nomor 44 tahun 2008 dengan negara Amerika Serikat berdasarkan 18
U.S.C. 3663, 3663A, dan 3664
Dimas Marino Maztreeandi, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20290268&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Berkembangnya ilmu viktimologi membuat korban tindak pidana tidak lagi menjadi ?pihak yang dilupakan?

dalam sistem peradilan pidana. Pemenuhan hakhak korban tindak pidana telah banyak diakomodasi dalam

instrumen-instrumen internasional dan peraturan nasional berbagai negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh

korban tindak pidana adalah restitusi, yang merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atas

penderitaan yang dialami. Di Indonesia, peraturan mengenai restitusi pertama kali ada pada PP No. 3 Tahun

2002, namun hanya untuk korban pelanggaran HAM. Baru kemudian pada PP No. 44 Tahun 2008 restitusi

untuk korban tindak pidana lainnya diakomodasi. Mengingat masih barunya pengaturan restitusi di

Indonesia, maka perlu dilakukan perbandingan dengan ketentuan negara lain demi kemajuan pengaturan

restitusi di Indonesia.

Dalam skripsi ini, pengaturan restitusi di Indonesia dalam PP No. 3 Tahun 2002 dan PP No. 44 Tahun 2008

dibandingkan dengan pengaturan federal restitusi di Amerika Serikat, yaitu dalam 18 U.S.C. 3663, 3663A,

dan 3664. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah konsepsi restitusi di kedua negara

dan bagaimana tata cara permohonan dan eksekusi restitusi di kedua negara, kemudian dilakukan

perbandingannya. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada

data sekunder dengan desain deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan agar pengaturan restitusi di Indonesia diunifikasikan saja

dalam satu peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut dilengkapi dengan pengaturan tentang

eksekusi putusan restitusi, restitusi jika korban telah mendapatkan ganti rugi dari asuransi, restitusi sebagai

pengganti pemidanaan dalam tidak pidana ringan, restitusi jika korban mendapatkan ganti kerugian perdata,

jaminan pembayaran restitusi, pengalihan restitusi menjadi kompensasi, dan upaya hukum terhadap

permohonan restitusi.

<hr><i>The development of victimology brought the awareness of the victim?s needs in the criminal justice

system. Victim?s rights are now accommodated not only by international law, but also by national law of

some states. One of the rights that a victim has is the right to victim restitution which is paid by the offender

for the victim?s suffering. In Indonesia, the first regulation of victim restitution is The Government

Regulation No. 3 of 2002, but that regulation only accommodates victim restitution for victims of violation

of Human Rights. Only after the enactment of Government Regulation No. 44 of 2008 that victim restitution

for other types of victim is accommodated. Considering the regulation of victim restitution is relatively new

in Indonesia, comparative study of victim restitution's regulation on other countries is needed for the sake of

our own progress.

In this thesis, the regulations of victim restitution in Indonesia on Government Regulation No. 3 of 2002 and

Government Regulation No. 44 of 2008 is compared with the federal regulations of victim restitution in The

United States on Title 18 U.S.C. Sections 3663, 3663A, and 3664. The main issues in this thesis are about
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the concepts of victim restitution in Indonesia and The United States and about the mechanism for

requesting victim restitution and its enforcement in both countries, and its comparison. This research is a

juridical normative research that focuses on secondary data with descriptive design.

The result of this research suggests that the regulations of victim restitution in Indonesia should be placed in

one regulation, should regulate about: the enforcement of order of victim restitution, victim restitution if the

victim already receives compensation from insurance, victim restitution in lieu of punishment in

misdemeanor, victim restitution if the victim receives compensation from civil proceedings, guarantee of

payment of victim restitution, the transfer of victim restitution to state compensation, and appeals for victim

restitutio.</i>


